
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSNOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG
HAK KEUANGAN(DAN^ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TANGGAMUS,

Tanggamus;

• a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PeraturanPemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang HakKeuangan dan Administratif Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PerluPeraturan Daerah KabupatenTanggamus tentang Hak Keuangan danAdministratif Pimpinan dan Anggota DewantZ±±. Rakyat Daerah Kabupaten

1.

2.

3.

Rennhm? (6)- Undang‘Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; B

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentangPembentulsan kabupaten Daerah Tingkat HTulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus (Lembaran Negara Tahun
8

1997lO^Vh Ta”bahan Lembaran Negara Nomor
Tahun ioTn^ (Lembaran Negaralanun 1959 Nomor 1821);

N°m°r 17 Tahun 2003Negara (Lembaran Negara
TamhbÈk Tdo,?esia Tahun 2003 Nomor 47
Nomor 4286); “ RePUbUk Ind°nesia



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengawasan Dan Pertanggungjawaban KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun011 Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapakali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679););
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan Program JaminanKecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 154 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5714);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017tentang Hak Keuangan Dan AdministratifPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Negara RePublik IndonesiaTahun 2017 Nomor 106, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6057);



11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29),
Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Presiden 19 Tahun 2016tentang Perubahan kedua Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 42);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintah Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TANGGAMUS. DAERAH



BAB I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
disebut
Daerah

kepada
sebagai

disebut
Daerah

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulanimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannyaPimpinan dan Anggota DPRD.
11' Uang ya"8 diberikan seüap bulan kepada Pimpinan danAnggota DPRD dalam menghadin dan mengikuti rapat-rapat dinas.

ad^&h Uang yang dlbenkan setiap bulan kepadaKetua?dan ^otTDpRD keduduk“nya Ketua, Wakil

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnyaSekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Tanggamus. J

emerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemenntah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiada,am Undang-Undang RW

Pemenntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Tanggamus.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut PimpinananSn daerah yang memeSang jabatan Ketua dan WakilKetua DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai peraturan perundang-

A?gg°ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRDadalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupatentanggamus sesuai peraturan perundang-undangan.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnyaSekretanat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Tanggamus. y



13. Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain adalah tunjangany dlbenkai} sebap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDsehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil KetuaSekertans, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, BadanKehormatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau alatkelengkapan lam yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uangAnggotaDPRi?aP “ peningkatan kinerja kepada Pimpinan

1S’d^An£otrDPR^ yang ber‘kan kepada Pimpinan DPRDaan Anggota DPRD setiap melakukan reses.

adalah 'Mangan yang diberikan kepadaLcetekaan^eria i!^ jaminan kesehatan, jaminan

dT^nZXVX^ RUmah Negara dan ^"^P^

17l«orDPT±n T? diberfkan kePada danDP
u

y g menin8Sal dunia atau mengakhiri masa baktinvaSentui^t^^ dengan hormat sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.

^adX^S^ ?bPïan ?PRa’ selanJutnya diaebut Dana perasionalntenun^^ iain p^~“
PendaPatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
a) uang representasi;
b) tunjangan keluarga;
c) tunjangan beras;
d) uang paket;
e) tunjangan jabatan;
f) tunjangan alat kelengkapan;
g) tunjangan alat kelengkapan lain;



(1)

(2)

yang

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Uang Refresentasi

Pimpinan
tunjangan
huruf c.
Tunjangan

h) tunjangan komunikasi intensif ; dan
i) tunjangan reses.

Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
Wakil KetUa DPRD sebesar 80% (delapan puluh

n
Uang rePresentasi K«ua DPRD sebagaimana dimaksud pada

AngB°ta DPRD sebesar 75% («Mjuh Puluh lima persen)n uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

bulan
representasi sebaêaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap

oxrob
dan hinjangan beras sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga danberas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan

‘UnJangan beras sebagaimana dimaksud
beras TL H Sam''' ngan ,uniangan keluarga dan tunjanganpXLaZuXZ/paratur s,p11 negara sesuai dengan peraturan

Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h danhuruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDbersangkutan.

Pasal 3

Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf gdibebankan kepada APBD.



Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 7

(1)

(1)

(2)

(3)

b.

c.

d.

(2)

(3)

4%“ tU"”
3% (Üga PerSen’ darf tU"~

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 9

(1) ^nggota °PRD duduk dalam Badan Musyawarah,kX,™ t
d Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badanten ƒ Alat kelengkapan Lain diberikan tunjangan alat

dalamSsta fT8^ A' r‘ Kelen8kaPan Lain sebagaimana dimaksudaaiam rasal 2 huruf f dan huruf g.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf e. ^imdna

s^hap^i^ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145%b^^mgkutan^ PU1Uh Hma persen) dari Uang representasi yang

(aiTunjnngnn alat kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
(tujuh koma kma —> d-

Xtaj^ToX 5% (Uma PerSe"> darf

(3'
(1)"dan® avat

‘ain seba8aimana dimaksud pada ayatmtXXn'X kelengkapan lain terbentuk dL

Anggota DPRD diberikan uang paket sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
Uang peket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluhpersen) dan uang representasi yang bersangkutan.



Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 10

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepadaPimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikansetiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuaidengan kemampuan keuangan daerah.

(4)

(5)

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)itentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatanumum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dandikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangandaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturandupati.

(6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukanketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

reses
dengan

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;

dari uang representasi ketua DPRD.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas-a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.

<2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRDdisediakan tunjangan kesejahteraan berupa :a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga;



(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 12
(!) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 aval (1) huruf‘I31™ bentUk iuran kepada Badan Penyelenggara JaminanSosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
<2) vïnTdiïmr?^ d’maks“d P3?3 aVat ID sesuai dengan mekanismeyang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuksuami/ istri dan anak sesuai dengan peraturaS perundanVundan^

Pasal 13

T ^esehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)Ptapman da? 1Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehata^ yang
k Xn mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan
Kesehatan.

01eh PenVelenSg-a Jaminan Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
«“*» »»

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRDdapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:a. rumah negara dan perlengkapannya; danb. tunjangan transportasi.

. Bagian Ketiga
Jamman Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

Seba~a dimaksud
Kecelakaan KeX LI ƒ b d huruf c dibenkan sesuai dengan jaminanpe^^ndXnXg^X" dMgan P—

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

•»«
(2) Pakatan dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri



Pasal 17

(1’ ~ berhenÜ ataU berakbk masa takti, rumahdSaHfan Jerta kendaraan dinas jabatan wajiblamwf^? keadaan b£uk kepada Pemerintah Daerab palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhimya masa baktL
(2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara danDerlenfk«Pannya atau berakhir masa bakti, rumah negara dan

^‘r dlkembalikan keadaan balk8 kepadaaS^^ 1 (SatU) bU1“ «berhenti

a. pakaian sipil hanan disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
• pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun:c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun-d. pakaian dinas hanan lengan panjang disediakanl (satu) pasang dalam1 (satu) tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam1 (satu) tahun.
(3) Pakaian dinas dan atribut sebagaiamana dimaksud pada ayat (2)disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidangpengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan

pnnsip efïsiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaiandinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalamKeraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Tunjangan

Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 16

(1) ^mpinan rumah negara dan perlengkapannya sertaKendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)uruf a dan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam PasalüJo v

a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standarberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) neg?ra dan Perlengkapannya serta kendaraan dinas

neJ™ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumahnegara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) dan P«lengkapannya serta kendaraan dinasnXlrT dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumahi,dan Perl™8kapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2Idibebankan pada APBD. y { 1



Pasal 18

(2)

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

(5)
Anggota OTRd"8^ Kansan transportasi Pimpinan dan

Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubahY
Pasal 19

d^kenl^ belUm dapat ^^iakan rumah negarajabatan Pimpinan DPRD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikantunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

( ) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danAnggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam1? ?• hUruf b dlberikan dalam bentuk uang dan dibayarkanlap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

Pasal 20
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19X aSaS?eP?tUtan’ kewajaran’ rasionaUtas Xarnarga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahanrumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PerlenSkaPannya serta kendaraan dinas jabatan yangdisediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapa?
diPindahtang“kan, dan/ atau diubah

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19“±^ar,k-pat“ta- kewajaran, rasionaZs XnS
ketentU“ ™a"

tanjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai deneanharga ?ewa rumah yang berlaku untuk standar rumah
DPRD’

SSsatuan^^1 tranSp°rtaf y^B dibayarkan harus sesuai dengankSd^Z barga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar
termacnv k

Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidakS" b‘aya PeraWatan d“ biaya °Perasionafgkendaraan dinas

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara

beXan^^ ^PRD aebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada ^angbersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. 6

«ehao"8™ peaumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRDÊÏÏ7? KS^d pada ayat ll) dlb"‘kan dalambentuk uang dandibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dantunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta tunjangan perumahan dantunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapatdiberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 22

(1) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinandan/ atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Tanggamus hanyadibenkan salah satu tunjangan perumahan.
(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya meniabatsebagai Bupati/ Wakil Bupati Tanggamus tidak diberikan tunjanganperumahan. ö

Pasal 23

Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidakdiberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 24

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangPimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuankeuangan daerah.
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakanuntuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yangdianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
(3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negaradan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c

Pasal 25

kebutuhan minimal sebagaimana dimaksudalam Pasal 24 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati denganberpedoman kepada peraturan perundang-undangan.



BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 26

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhirimasa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2) Besaranuang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, denganketentuan:

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikanuang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasapengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
c‘ masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasapengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasapengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dane. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasapengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulanuang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasapengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahliwansnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutandiberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidakhormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

a. program;

c.

(1) mendykung kelancaran fungsi, tugas dan wewewenang DPRDaisediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.

berupt penUnJang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b. dana operasional Pimpinan DPRD;- pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD-d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan ’
e. belanja sekretariat fraksi.



(3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusunberdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 29

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiriatas:
a. penyelenggaraan rapat;
b. kunjungan kerja;
e. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dihngkungan DPRD;
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dankemasyarakatan; dan
f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam
undangan

kegiatan dalam rencana keija sesuai peraturan perundang-

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 30

(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkanpelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikandana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.

(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiapulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 31

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30dlsusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagaioeriKUt:
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah-1- tmggi, paling banyak 6 (enam) kali;

2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3 paling banYak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uangrepresentasi wakil ketua DPRD.

(2) Pemberian dana operasional sebagaimanadilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
dimaksud pada ayat (1)



Bagian Keempat
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 33
(1) Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yangtercermm dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggotf

.fraksi’ dan/ atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD dapatmengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c.
(2) ataU ahli 0101 kelengkapan DPRD sebagaimana

(1) banyak 3 (üga) orang untuk setiap alatSekr"tós DPRD
yang dlangkat dan diberhentikan dengan Keputusan

(3) Pe"gadaan kel°mpok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai delgan ketentuanperaturan perundang-undangan.

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semuabiaya atau disebut lumpsum; dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasionallamnya.

(3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan
Hij.

a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi danpermasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan danmemasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan,upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah,melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerahmusyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi

juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
(4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) waiibmemperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitassesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuanpemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampaiengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan kerekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahunanggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

1DPRD1 menggunakan dana operasional untuk keperluanpnbadi, kelompok, dan/ atau golongan.



Pasal 34

(1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alatkelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengankebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukandengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
(2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahlialat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupatidengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 35

(1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d.
(2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan KeputusanSekretaris DPRD.

^ngadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikankompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensidan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimanaimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 37

Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam 28 (2) huruf eibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRDdan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenyediaan sarana dan anggaran.
Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruangkerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk saranamobilitas.

Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
fra^nuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat1 yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD

TnS‘P eflsiensi' efektifitas, dan kepatutan sesuaiperaturan perundang-undangan.



BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 38

(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan
dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakananggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja danAnggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikanke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan,efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabatyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang
representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminankesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tigapuluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabatyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hakkeuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRDdefinitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulanbenkutnya. '

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 01Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupatenanggamus fahun 2005 Nomor 07) sebagaimana telah di ubah denganPeraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan PeraturanDaerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan KeuanganPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatennggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 Nomor 20),



sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati sebagai
pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Sejak tanggal 1 Agustus 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Agustus 2017
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI
Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 31 Agustus 2017
^.SEKRETARt KABUPATEN

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR : 153

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,PROVINSI LAMPUNG :
(03/519/TGS/2017)


